
SAUNAN

BUPATl SUKAMARA
PR0VINS1 KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATf SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANO

TATA CARA PENGLB1AN JABATAN Pi M PI NAN TINGOI PRATAMA
SECARA TeRBUKA DAN KOMPET1 TIF

DENGAN RAH MAT TUI IAN YANG MAH A ESA

BUPAT] SUKAMARA

Mcnimbang a. bahwa bcrdasarkan kctcntuan Pasal LOS ayat (3J
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
SLpil Negara , pengi&ian dabfttan Pimpinan Tinggi Pratama
diiskukan setara terbuka dan kompetilif di kalangan
Ptgawai Ncficri Sipll dcngan mcmpcrhatikan syarat
kumpelcnsi , kuaJifikasi , ktpftngktuan , pcndidikan dan
pc]acihanr rekam jcjak jabatan. dan integritfis serta
pcrsyaratan jabatan [am scsuai ketentuan peraturan
penjndang undangan;

b. bairna daiarn rangka penydenggaraan pengisian .Jabatan
Pirn pinan Tinggi Pratama accara iransparan , objcktif.
kompctitif dan akuntabcl , perlu menyusun lata cara
pcnglsian Jabatan idmpinan Tinggi Pratama secara
terbuka dan kompetilif;

c . babMva berd&&&rkan periimbungan ^eb&gaimana dimakatid
huruf a dan hurnf b, pcr]u irsenciapkan Bfer&turan Rupali
Lrntang Tala Cara Pcngisian Jabaian Pimplnan Tinggi
Pratama Sctara Tcrbuka dan Kompctitif:

: L Undang- Undang Momor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupatjen Katingan , Kabu paten Seruyan, Kabu paten
Sukamana, Kabupaten Ummndau, Kabupanen Pulang Pisau,
Kabupaten Glinting Maa, Kabupatrn Murung Raya dan
Kabupaten Rurim Timur di Pmvinsii Kalimantan Ten gab

Mengmgai

jl̂ mbaran Nrgara Rtpublik Indonesia Tahun 2002 Ndmor IS.
Tambahan Lcmbanan Negara Ripublik Indonesia
Nomor 4 ISO);
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2 . Undoing- Undttgjg Nomor 23 Tahun 201+ tcntang
Pemerintahan Dacruh fLcmbar&n Negara Republik
Indonesia Tahun 2UI4 Nomor 244 Tumbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587fh a*hagaimana
tclah dtubah beber&pa kali terakhir dengan
Undoing- Undang Nomor 9 Tahun 2CH 6 tenting Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
ten tang Pernerinlahau Daerah|Letnbaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 53 Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679};

3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 Lenusng Apa red ur
Sipil Negara ( Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun
2023 Ncjrmjr 14 L , Tam bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

4. pfer&tunan Pcmcrintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemcn Pengawai Ncgcri Si. pzl ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63? Tambahan
Lembar& n N^grira Republik Indonesia Nomor 6037b
sobagaimana Uriah diubah dengan Pcraturan Pemcrintah
Nomor 17 Tahun 2020 ( Lembaran Negara. Rcpublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Mtmteri Perjd&yftgun&an AjMiwtur Negara dan
Refurmasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tenlang
Fcngisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Tcrbuka dan
Kompctitif di Lingkungan Lustansi Pemerintah (fieri ta
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

6. PERMUFHH Menlcri FendByagun&an Aparatur Negara dan
Rclormusi Ehrokrasi Nomor 22 Tatum 2021 ten tang Pola
Kaner Pegawai Negeri Sipil (fienta Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 52b|;

7. Feraturan Komis; Aparatur Si pi I Negara Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Kotnisi
AparulUr Sipil Negara Atas Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggj pada Inslanst Pcmerintah IBcrita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1939);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN fiUPATL TENTANG TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PJM PENAN TlNGGl PRATAMA 3ECARA TER BUKA
DAN KOMPETIT1F

BAR I
KETENTUAN UMUM

PaaaJ 1

Da lain PeraLuran Bupau ini y&ng dimaksud dengan:
L Daemb adalah Kabupaten Sukamara.
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2„ Pcmcriiuah Dacr&h adalah flupati
pen^eknggaia, iVmerlntahan Dacrah
pelak n̂aan
kewenangan daerah otonotn.

3. Bupatl adalah Bupatj Sttkamara ,

4 . Pemenntah l-’novinsi adalah Pcmcrinlah Proving Kalimantan
Terigah.

5. Ptjabfct Pembina Kepegawaian yang selaqjutnya disebut PPK
adalah pejabal vans mempunyai kt?wenangan menetapkan
pengangkatan , pemindahan , dan pemberiiendan Ppgawai
Aparalur Hipil Negara dan rnanajemen Aparalur SipEl Negara
di [jLStanai penterintab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-u ndangan.

6. Pejabat yang bcrwenanjyang selanjiunya discbut PyFl adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkalanf pemindahan , dan pomberhentian Pegawai
Apararur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

7 . Aparalur Sipil Negara yang eelanjulnya. dlsingkai ASN adalah
profesi bagi Pegawai Ncgeri Sipil dan pegawa: pcmcrintah
dengan perjanjian kerja yang, bekerja pada insLa ns]

pemerlntah ,

S. PtgawtL] Apamtur Sipil Nega yang ftelanjutnya Hi Rebut
Pegflwai ASN adftlah Fegawai Ncgeri Sipil dan pegawaj
pcmcrimah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan dlserahi tugas dalam suatu
jabataji pemerintahan atau disershi tugas negars lalnnya
dan dig îji berdosarkan ktlmtuan peraturan perundtmg-
undangan ,

9 Pcgatttai Negeri Sipil sclanjutnya disingkat FNS adalah Warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarriE tercentu , diangkat
sthagai Fegawai ARN secara tetap oleh pejahai yang
berwenang untuk mendudufci jabatan pomerintahan,

ID. .Jftbatan Pimpman Tinggi Praiama yang selanjutnya disingkul
JPT Pralama adalah sckclompok jabatan linggi pada
Pemcrintah Daerah .

11 . Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat
PPT Pralama adaiah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama ,

12. Kumini ASN yang sdanjulnya disingkat KASN adala h
lembaga non slruktural yang mandiri dan bebas dari
inlervensi politik.

sebagai unsur
yang memimpm

pemerintahan yang menjadiurusan

Pasal 2

(1} Maksud dileiapkannya Peraturan Eupati ini yaitu sebagai.

pedoman dalam proses penyelenggaraan pongisian LIPT
Pratama secara. terbuka. dan kompclilif pada Instansi
Pemcrintah Dacrah.
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[2\ Tujuan ditctapkannya Peraturan Rupati ini yaitu.

terseienggaTanya seieksi cslon PPT Pratama pads [ rtscansi
Pemerintab Daerah aecara trailspann , objekEif, kompetiti^dan akunlabel,

(3| Sasaran ditrtapkannya Peraluran Rupali ini adalah
terpilihnya calon PPT Pratama yang berkompeten sespal

standsr kompecensi Jaba tan.

RAR [I
PERSYARATAN CALON

PEJABAT PlWPINAffl TinGO I PRATAMA

Pass] 3

Pcrsyaratan pengangkatan calon PPT Pratama Sekrctaris Daerah
diatur sebagai berikut:
a. berstatus PINS;
b. pangkat paling rendeh l fsatu) tingkai di bawah jenjang

pangkat y& ng ditentUkan kecuak bagi pejabat [ ungsiunal;
c„ paling singkai lelah '2 (dua) taban dalam Jabatan Pimpinan

Tinggi Pralama (cscion il .b| yang pemah a tan masih
didudukjnya;

ri . bagi calon pe &erte dari pejabat ftingBional telah menduduki
jabatan pacing rmdah jenjanK ahli madya. pangkat/gplongan
IV/c selajna 2 (dual lahim ;

c. mcmiliki kualifikasi pendidikan paling nendah strain satu
|S1|/ Diploma IV;

(. pada aaal mendafter beruaia paling tinggi pfi {lima puluh
enam} Uhun pada saat penetapan ;

g. semua unsur penilaian premia*! keija paling kurang barns
bemilai baik dalam 2 (duaj lahtin Lcrakhir;

h. mendapatkan rekomendasi dan PPK ;
i . telah menyampaikan Laporan Marta Kekayaan Aparatur

Negara (LHKAN|;
j. lidak dalam masa mtnjalani hukum&n disiplin tingkat sedang

atau berat;
k . bebas dan narkoba;
t . sehat ja^mani dan rohani;
m. memdiki rekatn jejak jshaten, imegrites, dan moral yang baik;
n. memiliki Kompetjensi Teknia , Kompetensj Manajerial, dan

Kumpetensi Social Kulciirai aesuai itandar kompetensi
Jabatan yang ditetapkamdan

o. syarat lain yang ditetapkan oleh pemerintah daji petaluran
peru ndang- undangan,
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Pasal 4

Persyararan pengangkatan caJnn PPT Pratama selain Sekreiaris
Daerah dialur sebagai berikuh
a . mcmcnuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pass] 3

huntf a , huruf b, huruf e , huruf ft huruf huruf h, huruf i.
huruf j, huruf k, huruf I, liujnjf m, dan huruf .n;

b. khusua calon PPT PmLarna JnapckLur Daerah Lidak pemah
dij&tuhi hukuman rfisiplin tingkat scdang/ beral dari pejahat
yang. bcnvcnang;

c. mcmilikL pcngalaman jabatan dalam bidang tugas tcrkait
dengan jabatain yang akan diduduki secara kumuiatlf paling
singkal selama 5 (tima) tabun;

d - paling singkat (dab 2 (dual tahun dafam jabaian
administrator yang pomah atau masih didudukinya ;

o bagi caJon pcscrta pcjabat fungsicmaJ telah menduduki
jabatan paling rendah jenjang ahli madya pangkai /golongan
JV / b stlarna 2 (duaj lahun'den

f, syarat lain yang ditctapkitn oleh pemerintih dan peraturan
peru ndang-undangan -

BAB Ltl
TAHAPAN PENG IS3 AM JABATAN PIMP!NAN TINGG3 PRATAMA

Bagian Kc &alU
Pcnvusunan Pcrnricariaani Pclaksanaan Sclcksi. -f

Pasal EJ

( I ) P^rangkat Pactah Van^ mrlakftrtnKkan fungsi prnLmjang
urusan Ktpegawaian mcnyusun dokumcn pcrcnt’auaan
pclaksanaan sclcksi Jabatan F'impinan Tinggi Pratama.

j2) Dokumen perencanaan pclaksanaan seliaksi Jabatan
Pirn pi nan Ttnggi Pratama sehagaimana dimaksud pada
syet j I ) mcmuat

a- pcntnluan JPT Pralama yang akan djisi. ttrkah drng&n
nama jabatan dan dcskrinsi lugasnya yang akan
diisi / lowong;

b. kualifikaAt kompetensi
maaing-mafting jabfttan yang ak& n dilai / iowong;

c. penyusunan dan penetapan jaduat &hapan petigj&ian
JPT Pratamai

d . pcnemuan mctodc sclcksi dan penyusunart match
sticksi;

e. penencuan sistcm yang digu nakan pada actiap tahapan
pengistan JPT Pratama; dan

f. konsep pengumuman pembukaan dan pcncrimaan
lamaran.

dan standar untuk
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(3) Perangkat Dasrail yang mdaksanakaxi fungsi penunjang
urusan Kepcguwaian menyampaikan dokumert perencanaan
pclaksanaan seieksi Jabatan Pimpman Tinggi Prata.ma
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] kcpada PHk.

f4) PPK nitnyftrapaikan dokumen pqrefiCanaan pelaksanaan
seltksi Jabatan Pirapinan Tinggi Pratatna sehagaimana
dirnnkaud pada ayftt ( 1) kcpada KASN sebugai bahan cvaluasi
dan pencrbitan aurat nekomcndasi.

Ragian Kedua
Ptmbemukan Panitia Selcksi

Pasal 6

(1) Bupali mcnctapkan panitia aclcksi dcngan Kcputusan Bupati
sctcEah bcrkoordinasi dengan KAiSN .

( 2) Panitia scleksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri
alas unsur:
a . PPT Pratama terkait dari lingkungfin Pcmcrintah Dacrah;
b. PPT Pratama dan /atau pcjabat fungsionai ahli utama dari

Inslansi P'cmcrintah tain yang icrkait dengan bidang tugas
Jabatan yang lnwnng kebutuhan knmpeieri &i (eknis
tertentu;

c. akarfemisi, pakar, atrtu profestonal yang mcmpunyai
keahlian terkait jabatan yang akan diisi; dan

d. khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretans Dae rail ,
Panina Seieksi dapat diangkat dari Ptmerinfah. PramnsL

(3) Panitia fSeteksi berjumluh gasa[
F paling sedikii 5 (lime) orattg

dan paling banyak 9 |sera bitan) orange dengan perbandingan
angSOta Panitia Scleksi yang bcrasal dari unsur pomerintah
daerah paling banyak 45% jempat puluh Jtma person k

(4) Panitia Seieksi yang berasa! daii unsur pome[ in tab daerah
barns raemitiki kedudukan paling rendab same dari jabatan
yang akan diisi .

(5) Dalam hal panilia Htcklffii yang sudah ditetapkan tidak dapat
melaksanakan tugas karena bcrhalangan tctaph dapat
diusulkan penggantian.

PaSAl 7

{ If Panitia selekai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus
mememihi persyaratan sebagai berikut:
a. mermliki pengeiahuan 4an/atml pengalaman sesuai

dengan jenis , bidang lugas dan kumpolensi jabAlan yang
akan diisi;

b. Tnemiliki jiicnget&buajl umum mengensi pemlaiflip
kompelcnsi;

c . Ltdak rnenjadi anggota / pengurus parted politik;
d. Lidak berpotensi menimbulkan kunflik kepentibgan;
e. tnemiliki integritas, nctral independon dan menghindarkan

diri dari konflik kopentingan; dan
f. menaati kodo etik sebagai Panilia Selcksi yang diteLapkan

oleh KARN.
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{2) Panitia sclcksi sebagaimttna dimaksud pada ayat ( L|
nicmpunyai tugas sebagai bcrikut;
a . menvusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pcngisian,
b. meaentukan metnde seleksi dan menyusun materi sdcksi;
c. mcncnlukan sistrm yftng riigunakftn pada aet.iap c&hapan

pcngisian *
d .. menentukan Jcriteria pe nils tan sticks] adminIslrast dfln

seleksi kumpeiensi;
e, Tntrtgumqmkan iowongan Jabatan Plmpinan Tinggi

Prfuama dan persyaratan pelairiaran;
E nidakukan scEeksi adminiatrasi dan kcmpctcnsk dan
g. menyusun dan mcnyampaikan laporan hasil sclcksi

kepada PPK.

Pasal 8

11} Panitia seleksi sebegaimana dimaksud dalam PasaL 6
nienjaSankan iugas untuk proses seleksi peugisian LjFT

Pratama secara terbuka dan kompcLitif untuk tugas
yang dketapkan okLh Bupati.

[2 ) DaJam haJ anggota panida seleksi mendaftarkan diri menjadi
calon FPT Pratama, harus mengundurkan diri dan
keanggotaati panitia seEeksi.

}3) PenggfjTitian anggpta punilia Utltkfll yang rnersgUndLjrkaTi cjiri

sebagaimuna dimaksud pada ayat ( 2) ditetapkan dengan
Kcputusan Bupati ,

Pasalb

( 1 ) Ptdam mckiksanakan tugas sebasnimuna dimaksud dalam
Pasal 7 ayat [ 2 ) t panitia sticks] dibantu;

a. tim pentiaa kompetensi |aascssor) yang independcnr
bersemfLka[

T dan memi Li kj pengaLaman ujj kompetensi ;
b.sekretariflt yang bertugas member!kan dukung^n

administraiif; dan
c . unit organisasi dan/atau pejabat pcnclusur nckam jejak,

(2) Sekretaiiat sebagaimana dimaksud pada ayat |1 ) huruf b
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Panitia Seleksi mendiskusikan kembaU/memantapkan
sundar kompeiensi jabatan yang lowong bersama VyB dan
Tim penilai kompetensi ^assessor) *

Bfigian Kcdua
FeJaksanaan

Pasal 10

(1) Sdekei pengisi&n JPT Pratama dilaksanakan seeara terbuka
dan kompetitif di kalangan PN3 dertgan memperharikan
svarat kampetensi. kuaiifikusi,. kepangkatan , pcndidikftn dem
latihan , rekam jejak jabatan, mtegritasf dan moral]tas serta
persyaratan lain sesuai ketentuan perat titan pemndang-
undangan.
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(2J Sdcksi pengtslan JPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
dilaksanakan dcngan tahapan Sebagid berikuk
a. pengumuman lawongan jabaton dan ptrsyeratan

pefamaran;
b. sclcksi adminiatra &i ;
c. pcnuliean dan penilaian makateh;
d. poneJusuran nckamjcjakja baton,. integrilas, dan moraJlt&s;
e. LL j J kompetensi ;
i '

. wdu'sncam ; dan
g. penyusunan dan penyampai&n laporan basil seleksi

kcpada PPK .

Pasal I I

( If Pcnguinumar] lowungan jabatan dan persyaratan pelamaran
scbagaimana dimaksud dalam Pasa] 10 aval (2 ) huruf a
dilaksanakan dongan ketentuan scbaga] berikut:
a. diumunikan secara terbuka melalui pa pan pengumuman

re^mi Pcmerimah Daerah, media eetak dan /atau media
elektronik;

b. jangko waktu pcngumuman paling singkal 15 (lima bdas)
hari kalendcr sebe turn batas akhir tanggal pcnerimaan
lamaran;

c . jangka waktu penguniuman pada masa darurai paling
Mingkat S (lima) hari kerja sebclum bttsas akhir tanggfd
pencrimaan lamoram

d. dalam hal pclamar belum mcmenuhi iebih dari 3 (tiga)
rang, pcngumuman da pal diperpanjang paling banvak 1

(dua ) kali , masing'masmg 7 iLujuh ) hari kaJender, dan
e. seteiah 2 |dua) kali diperpanjang sebagaimana dimaksud

pada huruf tl namun petemar banys herjumlah 3 (tiga )
orang, maka ditapcrkan ktpada KASN unluk
mendapatkan rekomcndasi kclanjutan proses sclckei ;

£ pada masa darurat, jika dalam 5 (lima) hari kerja setelah
dijaksanakiati pengumuman seteksi terbuka sebagimana
dimaksud pada huruf c bdum dipcrflieh jumteh petemar
yang memenuhi syarat juding sedikit 3 ( Uga ) orang ca]nnp
da pat dilakukan pcrpanjangan waktu pengumuman
selama 3 itlgal haj'i kerja; dan

g. jika seteiah ditekukan perpanjangpn pengumumuman
Kbagaimana dimaksud paria hurul f belum riiperoteh
jumlah paling sedikil 3 ( iiga) oreng calon yang memcnuhi
syarai, tetapi sudah dlpcrolch pcndlaftar 2 {dUaf Prang
calon yang memenu In syarat , makfi proses srloksi dspHt
dilanjutkan pada tahapan sefanjulnya -

{ '21 F’engumuman lowongan jabatan dan persyaratan pelamaran
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1J ditandatangani Ketua
Panina Seleksi H I O U Sekretaris Panina atas nama Kctua
Panitia Sclckei
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(3) Fengurnuinuti lowongan jabittan scbagaimana dimaksud pada
ayat j2) paling scdikit mcmual hal-hal scbagiii btiikxit -
a. nama jabatan yang akan diisi ;
b. kualifikast dan standar kompetensi;
c. kekngkapan penjyaralan administra&i yaitu:

1. surat lamarttn dibuat sendiri oleh pelamar dan
bcrmctcrai cukup >

2 . fotokopi Surat Kcputusan (SK) kcpangkatan tcrakhir;
3. fotokopi seluruh Surat Kepucusan pengangkatan

rialam Jabatan Administrator hagi pcserfa scleksi dart
Fejabat Administrator atau Jabatem Fungsuonal
jcnjang Ahli Madya. yang rclrvan bagi pcscrla stfoksi
dari Pejabat Fungsionab

4. fotokopi ijazah strata satu {SI] /Diploma JV dan ijazah
terakhir hagi yang mcmLllk: yang dilegatian1 pejabat
yang berwenang;

5. fotokopi hasil penilai&n prtstasi krija 2 (dua) tatiun
tcrakhir dcngan kctcntuan bcmua unsur pcnilnian
prestasi kcija paling refidah bcrniiai baik ;

h . surat rekomendast mengikiiU scEeksi uerbuka dan PPK;
7. surat pemystaan tidak dalam masa menjalant

hukuman disiplin tingkat stdang at&u lingkat berat
h^nmatcrai cukup;

8 surat kctcrangan bcbas dari narkoba yang dilcngkapi
hasii pemeriksaan lahoratorium unit kesehaian
pcjnehntah paling Jambat 1 (satu) bulan Eerakhic*

sebelum penyamptdan lamar&n;
9, surat kctcrangan achat jasmani dan rohani dari doktcr

pcmcrinlah ^10. pakta Lntegritas;
13 . fotokopi LHKPN bagi pejabat yang wajib lapor LfLKPNi
12, fotokopi SPT tahunan tcrakhir bagi pejabat yang tidak

wajib lapor LHKPN; dan
13. daflat riwayat hid Up Icngkap.

d . bata3 waktu pcnyampaian lamaran dan pcngUmpuIan
kclcngkapan administraai;

e. tahapan , jadwaln dan sistem seJekai ; dan
f. alamat dan nomor relepon sekretsriai pariitia seleksL

PasaE L 2

f 11 Lamaran dkujukan kepada Kctua Panitia Sticksi mctaiui
Sekretanat Panitla Seleksr

[2\ Pc Lamaran yang dilakukan oleh PKS harus direkomendastkan
oleh PPK.
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(3| Kelts tn melaiuj pclamaran , Panitia Scleksi da pal mengundang
PN£> Dae rah yang mcmcntihi aya rat untuk diiicutscrtakan
riala m &oieksin dengan ketentuan PN'S Daerah yang
bcrsangkutan hams tctap mcndapat rekomendasi (lari PPK.

Patel 13

Scleksi administr ŝi scbagtonnana dimakHLid dai&m Panat 10
ayat (2} huruf b dilakukan dcngan kclcnLuan Sebagfri berikut:
a. pcmeriksaan berkas administrasi dilaksanakan olch

Sekretariai Panliia Scleksi:
b, peseta pan paling scdikit 3 ftiga| calon PPT pratmna yang

m^m^nuhi ptrHyeraUm arimiruKlrHSi UnUjk mengikuti
lahapan sticksi berikutnya lintuk sttiap l [sfttul luwungan
JPT Pratama;.

c, syarat administrasi yang dspenuhi yaitu adanya keterkaitan
phydm antara komperensl , knalifikasi , kepangkatan ,
prndidikan dan laLihan, rekam jcjak jabatan. inltgriias. dan
moralitas scrta persyaralan lain yang. dibutuhkan olch
jnbatan yang diduduki; dan

d. pcngumuman basil scicksi ditandatangana Ketua Pan]da
Seleksi dan diuoiumkan mdalui media dektronik (website)
dun/staU papssn pcjlgUmUman .

Pasai M

( If Dalam hal caion PPT pratama yang memenuhi persyaratan
adTaiTiislrasi kurang drtri 3 ( tigs ) orangh panilia scleksi
mengumumkan ulang scicksi pcngislan Jabatan Ptmpinan
Tinggi Pratama untuk mcnjaring calon pcndaftar dengan
kctentuan sebagai berikut:
a paling banyak 2 fduaf kali , masuig-nusbg 7 ( tujijb ) ban

kalender; dan
b. Htlama 3 (t «gs|hah kctja pada masa damr&l-

(2) Dalam hal sctclah dilakukan ptngumuman ulang
scbagaimana dimaksud pada ayat ( l b c i u n i dipcroleh . jumiah
paling sedikit 3 |l.i,ga} orang calon yang memenulu syaratf
terapi sudah diperokh pendafter 2 fdua) orang calon yang
memcnuhi syaral, calon yang rnemenuhi pcrayaruu*n
administrate ditclapk&n untuk mengikuti tahfcpem seltrksi
berikutnya setclah mendapatkan nefcomendas] dari KASN .

(3) Dalam masa darurat ,, jika sctclah dilakukan pcrpanjangian
pengumumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
huruf b, belum dipenoleb jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang
calon yang menrtenuhi svarat, tetapi sudah diperoleh
penduft&r 2 (dua) orang calon yang memenuhi syar&t, maka
proses scleksi dapai dilanjutkan pada tabapan selanjutnytti
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Pasal 15

( 1 ) Penuhsan dan penilaian makalah sebagaimans dimaksud
daJiun Pâ l 10 ayat |2) huruf c dilakstmakan L-crhadap
peserUtyang dinyatakan lutuy at. -!cksi adminiatrasi ,

( 2 ) PtTlLLlisan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat [ lj
dengan topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang
Hilamar

(3) Makatah sebagaimana dimaksud pads a\r *u ( 2 ) mernpakan
karva sendiri,

(4 ) Tata cam pcnulis&n makaJah ditcnlukan olch Panitia Sclcksi .

(5) Penilaian makalah dilakukan oleh. pamcla selek&i dengan
memperhaEikan kesesuaian is] makalah dengan bidang tugas
jabatan yang akan diisi -

(f> ) Dais hal tfiperiukan , panitia sdeksi dapat memin La pcserta
untuk mempresentfisikan isr nutkaiuh .

Pasal 16

Penelusuran rekarn jejak jabatan calon sebagaimana dimaksud
da ]am Pasai 10 ayat (2) bumf d dilttkukan dengan ketentuan
sebagai berikut ;

a. pcncEusuran (nckam jejak) dilakukan mclalui evalua^i
terbadap profil peLamar umuk meUhai kefte &uaian jabatan
yang dilamar dan potensi daJam (tielaksanalw tugas jabaiun
yang meliputi;
] . jabatan yang pemah dan sedang diduduki ;
2 , latar bdakang pendidikan forma];
3 . pendidikan peLatihan

teknis / fung&iona] yang pernah diikmi;
4 . preatas] yang menonjol salami melakaanakan tuga ^;
b , integritas yang rfimiliki; tlan
6. in Lomas i lain ten tang peltunar yang berkakan dengan

jabaian yang diSamar,
b. panitia aelek&i menyusun Lnstnimen/kriterLa penilaian

L megrims sebagaL bahan pemlaian uiama dengan pembobotan
umuk mengukur mtegritasnya ;

c. apabila lerdapat inriikasi yang merit Urigakan dapat dilakukan
klaritikasi dengan inatansi terkait ;

d pamtia aeJeksi melakukan penelusuran reknm jejak ke tempat
aaai kerja Eermaauk kepada aLasanr rckan sejawat, dan
bawehan dan Imgkungan terkait lainnya;

e. panilia keleksi dapai mcnetapkan unit kei-ja dan/atau pejabat
yang akan mdakukan penelu&ur&n rekam jejak senary

tertutup, obycklifdan meimliki kcmumpunn dan pengel^hyan

teknis inteiejen; dan
f. mclakukan uji publik bag! jabatan .yang dipandang strategis

jika diperlukan.

dan kepetmmpinan dan
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Pdsal 2 7

jl ] (Jji kompctcnsi scbagajmana dimaksud dalam J’dsaJ 10
ayat (2j humf g, dilakukan melalui:
a. penil a inn kompetenai msnajenal;
b. penilatan kampetenfij aosiai Ifultural: dan
e. penilaian kumpetensi tcknia .

|2] Fcnilaian kompetcnsi mfinajcriaJ dan pentlsian kompctensi
sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a
dan humf b dibantu o3eh Tim Fen Hal Knmpetensi (assessor!
yang berpedotnan kepada Standar Kumpetensi Managerial
dengan mensgunakan metode:

&r ciiStfssmepf Centre;
b. quasi assessmeni centre: atau
c. psikometri / p&ikoces laporan paring.

(3) Hasil penilaian kompetenst managerial dan penilaian
kompetenst sosinl kultural sebagatmans dimaksud pa-da
ayPE (2) bescrtH peringkal.nya difiampatkan Tim Pcnil^ i
KumpeEcnsi kepada Panilia Selcksi .

(4 ) Fcnilaian kompctcnsi leknia scbagaimana dimaksud pad a
ayat [ 1) huruf c , dilakukan dengan mcnggunakan mctodc
tertu]isr wawancara dan /atnu metode iamnya.

(5) Penilaian kompetensi fekni* dilakukan nleh Tim Penilai
Kumpetensi atau PaniLia Seleksi.

Masai m

Wawanc&ra sebagaimane dimakaijd dalam Pasal 10 ay&t (2)
huruf c riilaksanakart Olch Panilia Sclrk^i dtngan ketenluan
scbagai berikui :
a. wawancara sesuai match yang Eclah ditc&apkan; dan
b. wawancara bersifat klariiikasi terbadap peiamar yang

meneakup peminatan, motivasi.,, poriEaku dan karaktcr

Pasfi : I t)

( 1 ) PanitLa seEeksi mengolah hasi l dan sctiap tahapan sclcksi
yang mefiput] pemehksaan berkaa administrasi, pcnclusuran
rekam jejakjab&tfln. integritas, dan inni'alttaa, uji kompetensi
dan wawandflra sehagui hahan mejiyusun peringkat niLai.

( 2 ) Panitta Sclcksi mcnyampaikari basil dab seria[ j rahajjan
seicksi kepada pcscrta sclcksi ,

(3 ) Panina Seleksi menyampaikan pcringkal tdlai kepada PPK .

(4 ) Pej'ingkac nilai yang disampaikaxi kepada PPK bersifat
rahasiau

jb) Pa hi l in Selekfd tnenyampaikan hasil penilaian JPT Pratama
dan mciniUh paling banyak 3 (t.iga) calon setdap jabatan untuk
disampaikan kepada PyB-

j(i] PyB mcngusulkan paling btmyak 3 ( tiga) nama calon yang
iplah dipilih Pamtja Setcks] kepada PPK.
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(7) Ptmctapan calun hams dQakukan konsistcn dengan jabalan
yang dipilih dan sesuai dengan rekomeiidaa: Panitia Selekal..

(^1 Panitia SeJek&s menyampaikan laporan hasil seleksi btrupu
Berica Acara, Keputussan Pansel, nilai pada sot tap tahapan
aclcksi dan hasil aascssmcn kcpada KASN untuk
mendapatkan rekomendasi scbelum dilakukan pelanlikan.

(91 Tiga caion PJ^ terptlib dimasukkan dalam Aplikasi Ststem
Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SijaptL) i'L.-A.SN.

BAH EV
PENETAPAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN

SUMPAH / JANJI JABATAN

Pasal 20

( 1} Bupati nicmilih 1 (saLu) dari 3 (tiga) nama caion scbagalmana
dimak &ud daiam Basal 3 9 avut 13) untuk ditctapkan dan
diiantjk aebagai PPT Pratama.

[2} Dalam hat caion pimpinan linggi pratama yang memenuhi
persyfiralfin kurang dari 3 (tigaf , Bupati memilih 1 {saui)
nama caion yang mcmcnuhi syarat untuk ditctapkan dan
diiantik scbagai PPT pratama.

[3} Terbadap PRT Pratama caion Sekretaria Daerah sebelum
ditecapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur.

(4) Terhtidap PPT Pratama caion Tnspckuir sebelum ditctapkan
oleh Bupati dikOOrdmasikan dengan Giibtrnur

(5) Terhadap PPT Pratama caion kcpala Pcrangkat Dacrah yang
bidangmenyclcnggara ka n

kependudukan dan pencatatar. si pi l sebelum diiantik oleh
Rupfji.i dikpordinasjkfiJi dengan Menten Dalam Negert melalui
Gubcmur untuk mendapatkan penetapan.

f6) Terbadap PPT Pratama caion Sckrctaris DPRD scbclum
dicetapkan oleh Bupati dikonsuEtasikan dengan l împinan
DPRD.

pemerintahan diurusan

17 ) Penetap&n talon PPT Pratama terpilih dilaksanakan setelah
bcrkoorditiaat dan mendapa « rekofnenda &i KASN .

Pasal 21

PPK mdantik dan mengumb]l smnpah jabatan/ janji Jabatan PPT
Pratama SSeuai ketenLuan peraLuran perundang- undangan.

BAR V
PELAPORAN

P&saJ 21

Bupari mcnynmpaikan laporan pclaksanattn selektd pengisian
Jabatan Ehmpinan Tmggi Pratamit sccara terbuka dan komj^etitif
kepada KASN dengan tembusan kepada Mcnteri Dalam Ncgcrb
Mcmcri Pendayagurtaan Aparatur Negara dan Reformnsi
Binokrasi, dan Gubemur KaEimantan Tengah.

13



BAB VI
PENDANAAN

Pasal 23

]Jtlaksanaan seJckss pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
secara uerbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belarus Daerah .

BAB V[[

KETENTUAN PENUTUP

J’asal 24

Pfctf&tUrail Bupfiti inf muled Ijcrrlnku pacU Inct^^ul L ! i u ncjangkari .

Agar sctiap orang mengetahuinya , mcmcrintahkan
pcngundangan Fcraturan Bupati ini dcngan ptncmpatannya
rfalam Berita Oatrah Kabupaten Sukamara.

Ditctapkan di Sukaj7ia.ra
pada tanggal 1 November 2 02 3

Fj. BUPAT1 SUftAMARA,

Ltd

KAKE’INOR

Diundangkan di Sukam&ra
pada tanggaJ 1 Hoveitifoei 20 23

SEKRETARIS DAEKAH
KABUPATEN SUKAMARA.

ttd

RliNDY LESMANA

SPIRITA DAERAH KABUPATEN SUKAMAR A TAHU N 2Q23 NO WO R H

Salinan &csuft^ dengem asiinya
KEPALA BAG ]AN HUKUM ,

\
£L L

DEWA PUT
NIP. I975p8 f£ 200212 1 QUA

JKA, EkHvj M . H.
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